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MOTTO 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan…” 
(Qs. Al-Baqarah : 283) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ز ra R Er 
ش zai Z Zet 
ض sin S Es 
ش syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
 
 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...‟.... Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
و mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ي ha H Ha 
ء hamzah ...‟.... Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Z|ukira 
3 ةهري Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
أ ........ي  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ ..........و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ .......ي  Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
أ ........ي  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
أ .........و  Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
Contoh: 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l/raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana> 
2. لّصو Nazzala  
6. Kata Sandang 
 
 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا .namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala  
2. نورخأت ta‟khuz\u>na 
3. عؤىنا An-Nau‟u 
 
 
 
8. Huruf Kapital 
 
 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لىسز لاإ دمحم امو Wa ma> Muhamadun illa> rasu>l 
2. هيمناعنا بز للها دمحنا Al-hamdu lilla>hi rabbil‟a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan maka peulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. هيقشاسناسيخ ىهن للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n  
2. ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul, “JAMINAN DALAM AKAD MUR>ABAH}AH DI BMT 
YAQAWIYYU JATINOM KLATEN TAHUN 2017 (Prespektif Fatwa DSN-
MUI No. 4 Tahun 2000 Dan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah)”. 
 Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) 
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan 
banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta. 
2. Bapak Dr. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang 
Kemahasiswaan dan juga jajaran staf dari Wakil Rektor III. 
3. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing 
Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis 
selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.. 
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah (Muamalah). 
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah (Muamalah). 
6. Bapak Sidik S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
memberikan pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 
 
 
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji 
skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik. 
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, 
semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang 
akan datang. 
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan 
perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah 
membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. 
10. Bapak Widodo dan Ibu Partiyem, terima kasih atas doa, curahan kasih 
sayang, dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun 
ungkapkan dengan kata-kata. 
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, khususnya jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan 
berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di 
Fakultas Syariah. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah 
berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi. 
 
 Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik 
dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir 
kata, penyususn berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Surakarta, 18April 2018  
   
    
 Tri Wahyu Ningsih 
           142111002 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 Tri Wahyu Ningsih, NIM: 142111002, JAMINAN DALAM AKAD 
MURA>BAH}AH DI BMT YAQAWIYYU JATINOM KLATEN TAHUN 2017 
(Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Dan Pasal 127 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah) 
 
Jamian merupakan hal yang paling diutamakan untuk mendapatkan 
keyakinan bagi pihak BMT atas dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. 
Dengan tujuan apabila terjadi kemacetan maka jaminan atau agunan tersebut 
dapat dijadikan penyelamatan untuk kelancaran usaha BMT tersebut. Karena 
jumlah dana yang akan diluncurkan kepada nasabah (calon debitur) oleh pihak 
pembiayaan (BMT) tergantung pada nilai agunan itu sendiri. Jaminan dalam akad 
mura>bah}ah ini akan ditinjau dengan prespektif Fatwa DSN-MUI dan 
Kompilasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
kesesuaian praktik jaminan dalam akad murabahah di BMT Yaqawiyyu Jatinom 
Klaten sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ahdan pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah.Mura>bah}ah merupakan Jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga pokok 
yang ia beli dan menentukan suatu tingkat dan keuntungan sebagai tambahannya. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu peneliti terjun 
langsung ke lokasi untuk memperoleh data dari lapangan yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa BMT Yaqawiyyu Jatinom sudah sesuai dengan Fatwa DSN-
MUI No. 4 Tahun 2000 dan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
bahwa BMT sudah menetapkan adanya jaminan kepada nasabah terkait 
pembiayaan. Ketidaksesuaian BMT Yaqawiyyu Jatinom terkait dengan Fatwa 
DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 dan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
BMT Yaqawiyyu jatinom bahwa jaminan itu diterima bukan untuk agar nasabah 
serius dengan pesananya namun BMT Yaqawiyyu Jatinom lebih mementingkan 
untuk memperkecil risiko yang harus ditanggung bank dengan adanya jaminan 
tersebut. 
 
Kata Kunci: Jaminan, Mura>bah}ah,Perspektif, Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Tri Wahyu Ningsih, NIM: 142111002GUARANTEE IN MURABAHAH 
CONTRACT IN BMT YAQAWIYYU JATINOM KLATEN IN 2017 
(Prespective fatwa of DSN-MUI number 04/DSN-MUI/IV/2000 of murabahah 
financing and clause 127 of Compilation of sharia economic law) 
 
Collateral is an important part on decission making of BMT to assessing 
financing. Book value of the collateral expected could help the cash flow of BMT 
if  customer stop making the promised financing repayment. Murabahah financing 
in BMT, one of the factor affecting the amount of the financing granted. In this 
study, the collateral of murabahah financing is evaluate based on fatwa of the 
National Sharia Council (DSN) of Indonesian Counsil of Ulama (MUI) and 
Compilation of sharia economic law. The aims of this study is to evaluate the 
implementation of collateral in murabahah financing in BMT Yaqawiyyu based on 
fatwa of DSN number 04/DSN-MUI/IV/2000 of murabahah financing and clause 
127 of Compilation of sharia economic law. Murabaha is selling goods at a price 
of origin with an additional profit. The seller should tell the price in purchase and 
specify a level and profit as enhancements. 
 
This study is using primary data taken directly by the researcher to get 
valid information. The result shows that valuation of collateral in BMT 
Yaqawiyyu Jatinom is corresponding with the fatwa of DSN-MUI and the 
Compilation of sharia economic law. BMT Yaqawiyyu ask for a collateral to their 
customer. Mismatch BMT Yaqawiyyu Jatinom related to Fatwa DSN-MUI no. 4 
Year 2000 and Article 127 Compilation of Sharia Law of BMT Yaqawiyyu 
Jatinom that the guarantee is acceptednot to ask the high commitment of the 
customers,it is more concerned to minimize the risk to be borne by the bank with 
the guarantee. 
 
Keyword: Guarantee, Mura>bah}ah, Perspective, fatwa of the National Sharia 
Council (DSN) of Indonesian Counsil of Ulama (MUI), Compilation of sharia 
economic law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
BMT yang saat ini telah berjumlah ribuan di seluruh Indonesia, 
merupakan lembaga kecil yang tumbuh dan berkembang berdasarkan 
dukungan masyarakat.Karena sifatnya yang mikro, maka lembaga ini 
sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil.Oleh karena itu 
keberlangsungan lembaga ini sangat terkait dengan persepsi masyarakat 
sekitar BMT tersebut berada.Tidak semua masyarakat memandang 
lembaga keuangan syariah, seperti BMT sebagai suatu lembaga yang 
mempunyai nilai lebih dibandingkan lembaga keuangan lainnya 
(konvensional).Hal ini terbukti masih banyaknya pandangan yang miring 
terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah itu sendiri.Bahkan masih 
banyak masyarakat yang beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah 
tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional.
1
 
Namun kondisi saat ini, persepsi masyarakat terhadap bank syariah 
sudah berbeda dan bukan lagi menjadi alternatif yang bersifat pelengkap 
tetapi bank syariah merupakan industri pilihan.Keunggulannya dengan 
prinsip syariah yang menafikan sistem bunga telah menjadikan bank 
syariah eksis.Salah satu yang menjalankan prinsip syariah adalah BMT 
(Baitul Ma>l Wat Tamwil).BMT adalah lembaga keuangan mikro yang 
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, prinsip ini dapat dipahami 
                                                          
1
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dengan ilmu bantu Ushul Fiqih, yang menjadi cukup signifikan seiring 
dengan beragamnya kebutuhan nasabah atas produk penghimpunan dan 
penyaluran dana yang ditawarkan BMT, yang dilakukan untuk 
menghindari penyimpangan-penyimpangan yang berdampak buruk bagi 
BMT. 
2
 
Setiap tahun, asset BMT tumbuh pesat seiring bertambahnya jumlah 
BMT di daerah-daerah. Hingga akhir 2017 tercatat sudah ada 4000 an 
BMT dan 326 BMT yang sudah bergabung dalam Asosiasi BMT Seluruh 
Indonesia (ABSINDO) dan total aset dikelola mencapai 13 triliun dari 
BMT yang bergabung di Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ABSINDO).
3
 
Seiring tumbuhnya kepercayaan umat, BMT Yaqawiyyu Jatinom 
bukan hanya mengemban fungsi sebagai sentra pengelolaan keuangan 
beberapa amal usaha, Pimpinan Cabang Muhamadiyah (PCM) Jatinom 
seperti PKU, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK-1), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK-2), Play Group - 
Taman Kanak Kanak Insan Terpadu - Sekolah Dasar Insan Terpadu (PG-
TKIT-SDIT), Pondok Pesantren, dan TK-TK ABA yang tersebar di setiap 
Ranting atau Desa, tetapi juga sebagai lembaga yang mengelola dan 
menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS). Selama 19 tahun 
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perjalanannya, BMT Yaqawiyyu dapat menjalankan kedua fungsi dan 
peran tersebut.
4
 
Alasan penulis melakukan penelitian di BMT Yaqawiyyu Jatinom 
karena tingkat kepercayaan masyarakat sekarang terhadap BMT 
Yaqawiyyu Jatinom tinggi, banyak masyarakat yang melakukan 
pembiayaan dengan akad mura>bah}ah dan sekarang BMT Yaqawiyyu 
Jatinom eksis didaerah penulis. Pembiayaan mura>bah}ah dikalkulasikan 
pada tahun 2017 yaitu 70% dari pembiayaan yang ada di BMT Yaqawiyyu 
Jatinom. 
5
 
Hingga Desember 2015, ada 10.910 orang anggota simpanan dan 
4.998 orang anggota pembiayaan dengan aneka usaha produktif yang 
digeluti telah merasakan manfaat pembiayaan dengan sistem syariah dari 
BMT Yaqawiyyu, terutama mereka yang belum memiliki akses Perbankan 
(belum bank-able). Dengan prosedur sederhana serta pendekatan personal 
yang diterapkan, BMT Yaqawiyyu mampu merebut kepercayaan dari 
masyarakat luas sehingga dapat berkembang cukup pesat.Secara tidak 
langsung, keberadaan BMT Yaqawiyyujuga dapat menekan ruang gerak 
para lintah darat (bank plecit) yang sebelumnya merajalela di pasar-pasar 
tradisional dan pelosok desa.
6
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Pada implementasinya dalam melakukan transaksi pembiayaan, 
sebelumnya antara pihak BMT dan nasabah selalu membuat kesepakatan 
yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang 
dalam sebuah akad pembiayaan.Dengan demikian keduanya secara 
otomatis telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat 
bersama. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penerapan Mura>bah}ah di 
BMT Yaqawiyyu Jatinom. Pembiayaan mura>bah}ah merupakan Jual beli 
barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 
Penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan 
suatu tingkat dan keuntungan sebagai tambahannya.
7
 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang mura>bah}ahterdapat 6 (enam) ketentuan umum. Salah satu 
ketentuan umum dari fatwa tersebut adalah ketentuan mengenai adanya 
jaminan dalam mura>bah}ah, yaitu terdapat dalam ketentuan umum 
ketiga yang berbunyi: Pertama, jaminan dalam mura>bah}ah dibolehkan, 
agar nasabah serius dengan pesanannya. Kedua, bank dapat meminta 
nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
8
 
Selain dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI), salah satu ketentuan jaminan pada akad 
mura>bah}ah terdapat dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi 
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Syariah (KHES) yang berbunyi: “penjual dapat meminta kepada pembeli 
untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad 
mura>bah}ah”.9 
Dalam kajian fiqh klasik, akad mura>bah}ah merupakan jenis 
transaksi jual beli yang tidak ada ketentuan jaminan didalamnya. Oleh 
karena itu,dalam akad mura>bah}ah tidak diperlukan adanya jaminan, 
karena akad mura>bah}ah adalah akad yang didasarkan pada unsur 
kepercayaan sehingga tidak perlu adanya jaminan yang diberikan oleh 
nasabah kepada pihak bank.
10
 
Nampaknya, terjadi perbedaan antara konsep fiqh klasik dengan fatwa 
dalam hal kedudukan jaminan dalam akad mura>bah}ah, khususnya 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang mura>bah}ahdan pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
yang mana dalam ketentuan umum fatwa tersebut adanya ketentuan 
mengenai jaminan dalam pembiayaan mura>bah}ah. Maka dari itu 
dengan adanya ketentuan jaminan maka jaminan itu sangat penting bagi 
pihak BMT apakah jamianan tersebut dapat untuk memperoleh 
pembiayaan di BMT Yaqawiyyu Jatinom. 
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Dalam rangka pemberian pembiayaan kredit di BMT terkait dengan 
penyerahan jaminan kredit oleh (calon) debitur kepada bank yang 
bersangkutan, calon debitur disyaratkan oleh bank untuk menyerahkan 
jaminan kredit sehubungan dengan permohonan pembiayaan yang 
diajukannya kepada bank.Demikian pula debitur seringkali diminta untuk 
menyerahkan tambahan jaminan kredit karena suatu alasan. Terhadap 
suatu objek jaminan kredit yang akan diterimanya, bank melakukan 
penilaian kelayakan sebagai jaminan baik dan berharga serta kecukupan 
nilainya dibandingkan dengan nilai kredit yang akan disetujui bank.
11
 
Apabila dalam pembiayaan kredit jaminan tidak dinilai terlebih dahulu 
memicu banyaknya pembiayaan bermasalah (tidak melunasi hutangnya) 
sedangkan jaminan itu tidak bisa mengcover hutangnya maka dari itu 
penilaian jaminan sangat penting.Dengan dilakukan adanya penilaian 
jaminan dapat mengetahui apakah agunan yang diserahkan debitur sudah 
memenuhi ketentuan yang berlaku, bagaimana dengan risiko kredit yang 
harus ditaggung bank dengan adanya jaminan tersebut, bagaimana 
kelengkapan dokumen jaminan tersebut, apakah ada kemungkinan untuk 
mendapatkan jaminan lain apabila jaminan yang sebelumnya tidak bisa 
mengcover permintaan kredit, dan apakah seseorang itu layak 
mendapatkan pembiayaan. 
Pengertian dari agunan menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah 
jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka 
                                                          
11
M. Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 107. 
 
 
pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
12
Perlunya jaminan sebanding 
dengan pernyataan bahwa “untuk mengurangi risiko maka undang-undang 
tentang perbankan mewajibkan untuk melakukan penelitian yang seksama 
terhadap jaminan termasuk agunan (jaminan yang bersifat kebendaan) dan 
jaminan non kebendaan (imateriil) lainnya sebelum memberikan 
pembiayaan kepada calon debiturnya. 
Agunan merupakan hal yang paling diutamakan untuk mendapatkan 
keyakinan bagi pihak BMT atas dana yang disalurkan dalam bentuk 
pembiayaan. Salah satu barang yang dapat dijadikan agunan biasanya 
adalah berupa surat-surat penting seperti akta tanah, Surat kendaraan 
bermotor, SK kepegawaian, dan lain-lain.Dengan tujuan apabila terjadi 
kemacetan maka jaminan atau agunan tersebut dapat dijadikan 
penyelamatan untuk kelancaran usaha BMT tersebut.Karena jumlah dana 
yang akan dikucurkan kepada nasabah (calon debitur) oleh pihak 
pembiayaan (BMT) tergantung pada nilai agunan itu sendiri. 
Dalam transaksi pembiayaan yang ada di BMT Yaqawiyyu Jatinom 
terkait pembiayaan dengan akad mura>bah}ah dengan adanya jaminan 
yang di terima oleh BMT, Maka dari itu bagaimana penentuan barang 
jaminan untuk mendapatkan pembiayaan  pada akad mura>bah}ah di 
BMT Yaqawiyyu Jatinomdan apakah jaminan pada akad mura>bah}ah di 
BMT Yaqawiyyu Jatinom sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ahdan pasal 
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127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya latar belakang 
yang menyangkut jaminan yang dilakuakan oleh pihak BMT maka penulis 
tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai :JAMINAN DALAM 
AKAD MURA>BAH}AH DI BMT YAQAWIYYU JATINOM 
KLATEN TAHUN 2017 (Prespektif Fatwa DSN-MUI No 4 Tahun 
2000 dan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok 
permasalahan adalah : 
1. Bagaimana penentuan barang jaminan untuk mendapatkan 
pembiayaan  pada akad mura>bah}ah di BMT Yaqawiyyu Jatinom? 
2. Apakah jaminan pada akad mura>bah}ah di BMT Yaqawiyyu Jatinom 
sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ahdan pasal 127 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah? 
 
C. Tujuan 
1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan barang jaminan untuk 
mendapatkan pembiayaan pada akad mura>bah}ah di BMT 
Yaqawiyyu Jatinom 
2. Untuk dapat mengetahui apakah jaminan pada akad mura>bah}ah di 
BMT Yaqawiyyu Jatinom sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 
 
 
Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ahdan 
pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? 
 
D. Manfaat 
Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka manfaat dari penelitian ini 
adalah:  
1. Manfaat Teoritis 
Dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan keilmuan di 
bidang perbankan khususnya tentang jaminan di perbankan syariah 
dan memberikan wawasan pengetahuan ataupun referensi bagi peneliti 
berikutnya dalam penelitiannya. 
2. Manfaat Praktis 
Sebagai sumbangan pemikiran bagi nasabah yang ingin mengajukan 
pembiayaan ke BMT Yaqawiyyu Jatinom. 
 
E. Kerangka Teori 
Mura>bah}ahberasal dari Bahasa Arab (al-ribh) atau keuntungan. Ia 
bentuk wazan (pola pembentukan kata) mufa’alat yang mengandung arti 
saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi 
keuntungan.Secara terminologi, para fuqaha memberikan definisi dengan 
redaksi yang variatif, antara lain adalah sebagai berikut:
13
 
a. Mura>bah}ah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dalam 
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transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas 
barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan 
keuntungan yang akan diambil. 
b. Menurut Syafi‟I Antonio, mura>bah}ah adalah jual beli barang 
pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 
Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan produk yang 
dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. 
c. Menurut A. Djazuli dan Yadi Januari, mura>bah}ah adalah menjual 
suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntugan yang 
disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan. 
d. Ibnu Qudamah mendefinisikan mura>bah}ah sebagai menjual 
dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah 
disepakati. 
e. Adiwarman A. Karim berpendapat bahwa mura>bah}ah adalah akad 
jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 
(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
mura>bah}ah, yaitu jual beli dengan tambahan harga atas dasar harga 
pembelian yang pertama secara jujur. Mura>bah}ah juga dapat diartikan 
transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan 
keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli sehingga 
 
 
murabahah dapat memberikan kebersamaan dengan saling memberikan 
keuntungan antara satu sama lain.
14
 
Mura>bah}ahberbeda dengan jual beli biasa (musawamah) di mana 
dalam jual beli musawamah terdapat proses tawar-menawar (bargaining) 
antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, di mana penjual 
juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. 
Berbeda dengan mura>bah}ah, harga beli dan margin yang diinginkan 
harus dijelaskan kepada pembeli.
15
 
Menurut Imam al-Kasani dalam bukunya Ismail Nawawi, 
mura>bah}ahmencerminkan transaksi jual beli: harga jual merupakan 
akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan 
objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan 
tertentu yang diinginkan penjual (margin); harga beli dan jumlah 
keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya, pembeli 
diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang 
diinginkan.
16
 
Secara bahasa adh-dhaman (jaminan) diambil dari kata adh-dhaman 
yang berarti menggabungkan. Sedangkan menurut pengertian istilah 
fuqaha, adh-dhaman adalah komitmen untuk menanggung kewajiban 
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orang lain yang sudah maupun yang pasti terjadi, namun orang yang 
dijamin masih tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya.
17
 
Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Harta yang 
dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat 
mengikat”.Menurut mereka, yang dijadikan agunan bukan saja harta yang 
bersifat materi, tetapi juga harta yang mempunyai manfaat tertentu.Harta 
tersebut tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga 
penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, 
maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.
18
 
Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan  rahn dengan “menjadikan 
sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin 
dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya 
maupun sebagiannya.
19
 
Sementara itu, ulama Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanbali 
mendefinisikan  rahn dalam arti akad, “Menjadikan materi (barang) 
sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayar utang apabila orang yang 
berutang tidak bias membayar utangnya itu. Definisi yang dikemukakan 
ulama Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hambali ini mengandung pengertian 
bahwa barang yang bisa dijadikan agunan utang tersebut hanyalah harta 
yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang 
                                                          
17
Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, Buku Pintar Muamalah, (Klaten: Wafa Press, 2012), hlm. 
209. 
18
Agus Salim Nst, Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam, (Riau: Jurnal 
Ushuluddin, 2012), Vol. XVIII No. 2, hlm. 157-158. 
19
Ibid. 
 
 
dikemukakan ulama Mazhab Maliki, sekalipun sebenarnya manfaat 
tersebut, menurut mereka (ulama Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanbali) 
termasuk dalam pengertian harta.
20
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam kajian pustaka peneliti ini adalah penelitian lapangan yang 
mengambil lokasi di BMT Yaqawiyyu Jatinom. Obyek kajian peneliti 
adalah tentang pembiayaan mura>bah}ah yang difokuskan pada penilaian 
jaminan dalam akad mura>bah}ah di BMT Yaqawiyyu Jatinom. Penilaian 
dalam akad murabahah dan segala permasalahannya merupakan suatu 
persoalan yang menarik untuk dikaji.Untuk itu, selaian berdasarkan survey 
dan data-data yang di peroleh juga berdasarkan telaah pustaka. Penulis 
menelaah beberapa literatur skripsi yang membahas tentang 
mura>bah}ah. 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Arifinta, Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2017 yang berjudul : “Penilaian 
Jaminan, Prospek Usaha, Dan Pendekatan Karakter Nasabah Terhadap 
Keputusan Realisasi Pembiayaan Mikro Oleh BMT (Studi Kasus Di BMT 
Kota Surakarta Dan Kabupaten Sragen”. Dari hasil penelitian : penilaian 
jaminan berpengaruh signifikan terhadap keputusan realisasi pembiayaan 
mikro oleh BMT di kota Surakarta dan Kabupaten Sragen. Prospek usaha 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan realisasi pembiayaan mikro 
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oleh BMT di Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen.Pendekatan karakter 
berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan realisasi pembiayaan 
oleh BMT di Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen.
21
 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Latifah Marfu‟atin, Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2005 yang berjudul : “Hukum Islam 
Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mura>bah}ah (Studi Kasus Di BMT 
UMS) Membahas Mengenai Kebolehan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Pembiayaan Mura>bah}ah Di BMT UMS”. Dari hasil 
penelitian penulis mengemukakan bahwa sistem pembiayaan 
mura>bah}ah yang di lakukan di BMT UMS sudah sesuai dengan syariah, 
karena dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan 
transaksi mura>bah}ah yang terbebas dari unsur riba karena mengenai 
harga pokok plus margin keuntungan telah disepakati sejak awal akad.
22
 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Emma Ayu Fitriana, UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016 yang berjudul : “Jaminan Properti 
Di BTN Syariah (Studi Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 
Pembantu Syariah Ciputat Tangerang Selatan)”. Dari hasil penelitian 
tersebut penulis mengemukakan tentang produk-produk dan syarat-syarat 
pembiayaan di BTN Syariah, bagaimana penilaian jaminan property di 
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BTN Syariah khususnya pembiayaan KPR (kredit pemilikan rumah), dan 
juga peneliti ingin mengetahui penilaian internal dan eksternal yang ada di 
BTN Syariah tersebut seta perbedaanya.
23
 
Meskipun pembahasan masalah penelitian jaminan sudah pernah 
dilakukan sebelumnya oleh para peneliti, namun penulis juga ingin 
memaparkan di lihat dari prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ahdan pasal 127 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah guna memperbanyak khasanah 
keilmuan sehingga dapat memberikan masukan dalam melakukan 
pembiayaan mura>bah}ah. Pada skripsi Emma Ayu Fitriana penilaian 
jaminan tersebut dikhususkan kepada pembiayaan Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR), dan pada penelitian ini penulis akan membahas penilaian 
jaminan apa saja yang terkait pada jaminan pada akad mura>bah}ah (studi 
kasus Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang mura>bah}ahdan pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). 
Oleh karenanya peneliti menganggap perlu adanya suatu penelitian tentang 
penilaian jaminan itu. 
 
G. Metode 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  fokus 
penelitian terhadap jaminan dalam akad mura>bah}ah di BMT 
Yaqawiyyu Jatinom. Penelitian dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 
melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.Deskriptif yaitu 
penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-
fakta aktual dengan sifat populasi tertentu.
24
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 
peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data dari 
lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat 
dalampenelitian ini.Dimana penulis turun langsung ke lapangan penelitian 
untuk memperoleh data-data yang diperlukan.
25
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif atau data yang dikumpulkan 
berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian deskriptif, 
yaitu penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat 
fakta-fakta aktual untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu 
konsep tentang jaminan dalam akad mura>bah}ah di BMT Yaqawiyyu 
Jatinom yang kemudian di analisa denganFatwa Dewan Syariah Nasional 
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Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ahdan pasal 127 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
26
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam 
melakukan penulisan laporan ini adalah dengan tiga cara sebagai 
berikut : 
a. Wawancara 
Adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu 
atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan 
cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka 
secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data 
dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian. 
Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan dalam 
pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara 
tak berstuktur.
27
Namun dalam penelitian ini peneliti mengunakan 
wawancara berstruktur dalam pengumpulan data, yaitu 
wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah 
ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi 
pertanyaannya. 
b. Dokumentasi 
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Yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat 
suatu laporan yang sudah tersedia.Metode ini dilakukan dengan 
melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-
catatan, serta buku-buku peraturan yang ada. Alasan dokumentasi 
dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian karena 
dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai 
bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak 
reaktif, sehingga mudah ditemukan dengan teknik kajian isi, 
disamping itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk 
lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.
28
 
4. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 
dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 
langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang 
dicari.
29
Data yang diperoleh peneliti langsung dari objek 
penelitian berupa wawancara kepada pimpinan, karyawan dan 
nasabah BMT Yaqawiyyu Jatinom mengenai permasalahan yang 
sedang diteliti. 
b. Sumber Data Sekunder 
Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 
diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder 
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biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah 
tersedia.
30
Peneliti melakukan Pengumpulan data dengan 
mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang 
diteliti melalui buku-buku, Fatwa Dewan Syariah Nasional, 
KHES, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang 
dibahas berupa prosedur dan tahapan penilaian jaminan. 
5. Teknik Analisis Data 
Analisa data adalah untuk memperjelas dan menyusun data yang 
telah diperoleh melalui penelitian.Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan analisa deskriptif kualitatif non statistik, yaitu 
menganalisa data yang tidak berwujud angka seperti hasil wawancara, 
dan dokumentasi.
31
 
a. Metode induktif 
Yaitu cara berfikir dari hal-hal yang sifatnya khusus kemudian 
digeneralisasikan kedalam kesimpulan yang bersifat umum. 
b. Metode Deduktif 
Yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat 
umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus yang dihadapi 
selanjutnya dalam mengumpulkan, mengeolola, dan menganalisis 
bahan ditempuh dengan cara analisis kualitatif.
32
Dimana dengan 
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adanya jaminan di BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten ini dilakukan 
agar nasabah serius dengan pesanannya. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dapat dibagi dalam beberapa tahapan yang 
disebut dengan bab, dimana setiap bab akan diuraikan masalahnya secara 
tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu 
dengan yang lainnya. Secara sistematis menempatkan materi pembahasan 
keseluruhannya ke dalam 5 (lima) bab yang rinciannya sebagai berikut : 
Bab satu, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan, dan manfaat, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode 
penelitian. 
Bab dua, berisi tentang kajian umum jaminan dan pembiayaan 
mura>bah}ah meliputi pertama,jaminan: pengertian jaminan, dasar 
hukum jaminan, jenis-jenis jaminan, syarat-syarat jaminan, kegunaan 
jaminan, mekanisme penilaian jaminan, penentuan jaminan, 
kedua,mura>bah}ah : pengertian pembiayaanmura>ba}ah, landasan 
hukummura>bah}ah, rukun dan syarat mura>bah}ah, jenis-jenis 
mura>bah}ah, manfaat bai‟ al-mura>bah}ah, risiko pembiayaan 
mura>bah}ah, ketiga, fatwa dan kompilasi hukum ekonomi syariah : 
ketentuan jaminan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ahdan pasal 127 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah. 
 
 
Bab tiga, berisi tentang gambaran umum BMT Yaqawiyyu Jatinom, 
dan pelaksanaan penentuan barang jaminan pada akad mura>bah}ah di 
BMT Yaqawiyyu Jatinom 
Bab empat, berisi tentang analisis jaminan dalam akad mura>bah}ah 
di BMT Yaqawiyyu Jatinom prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ahdan pasal 127 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
Bab lima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 
apa yang telah diteliti oleh penulis beserta saran-saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TEORI JAMINAN DAN MURABAHAH 
 
A. Jaminan 
1. Pengertian Jaminan 
Secara bahasa adh-dhaman (jaminan) diambil dari kata adh-
dhaman yang berarti menggabungkan. Sedangkan menurut pengertian 
istilah fuqaha, adh-dhaman adalah komitmen untuk menanggung 
kewajiban orang lain yang sudah maupun yang pasti terjadi, namun 
orang yang dijamin masih tetap berkewajiban untuk memenuhi 
kewajibannya.
33
 
Rahn dalam istilah perbankan Indonesia disebut 
“agunan”.Agunan adalah barang jaminan atau barang yang 
dijaminkan. Kata “agunan” dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim 
berupa kata “rungguhan”, “cagar”, atau “cagaran”, “tanggungan”. 
Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan 
atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitaspembiayaan yang 
diberikan oleh bank atau kreditur.Barang yang menjadi jaminan 
disebut al-marhun, pihak yang member jaminan disebut ar-rahin, dan 
yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan atau kreditur 
disebut al-murtahin.
34
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Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fiqh 
mengenai rahn. Ulama mazhab maliki mendefinisikan rahn sebagai 
“harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat 
mengikat .
35
 
Ulama mazhab hanafi mendefinisikan rahn dengan “menjadikan 
suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin 
dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya 
maupun sebagiannya.”Sementara itu, ulama mazhab syafi‟I dan 
mazhab hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu 
“menjadikan mareri (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat 
dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak dapat 
membayar utangnya itu.”36 
Rahn di tangan al-murtahin (pemberi utang, kreditur) hanya 
berfungsi sebagai jaminan utang dari ar-rahin (orang yang berhutang, 
debitur).Menurut konsep rahn, barang yang berharga diagunkan untuk 
menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu 
apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang 
yang berhutang.Dalam hal debitur atau orang yang berhutang tidak 
dapat melunasi hutangnya, agunan tersebut dijual dan hasil 
penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan.Barang jaminan itu 
baru dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui 
kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh debitur.Oleh sebab 
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itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila debitur tidak 
melunasi utangnya. 
2. Dasar Hukum Jaminan 
Jamianan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang 
merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam 
menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari 
bank.
37
 
a. AL-Qur‟an 
Firman Allah Dalam Surah al-Baqarah Ayat 283
38
 
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 
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orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan…” (al-baqarah : 283) 
 
b. Al-Hadits 
 
Artinya: “Dari Aisyah bahwasannya Nabi SAW pernah membeli 
bahan makanan dari seorang Yahudi dengan utang dan 
beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan…” (HR. 
Bukhari, Muslim, dan Nasa’i) 
 
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/200239 
3. Jenis-Jenis Jaminan 
Agunan tidak hanya dapat berupa barang bergerak, seperti pada 
ketentuan gadai menurut KUH Perdata, tetapi boleh juga berupa 
barang tidak bergerak seperti bangunan (dalam konsep hukum perdata 
indonesia, bangunan adalah barang tidak bergerak) atau tanah. Hal 
yang penting adalah bahwa barang tersebut dapat dijual apabila 
debitur tidak melunasi utangnya pada waktu jatuh temponya untuk 
hasil penjualannya dapat diambil guna pelunasan utang debitur.
40
 
Seperti telah diterangkan sebelumnya, barang yang dijaminkan 
tersebut wajib diserahkan penguasaannya kepada kreditur.Seperti 
pendapat para ulama fiqh bahwa penguasaan barang tidak bergerak 
oleh kreditur cukuplah apabila hanya hanya dokumen atau sertifikat 
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tanda bukti haknya saja yang diserahkan oleh pemilik barang kepada 
kreditur.
41
 
Mengingat ketentuan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia 
(yaitu berdasarkan KUH Perdata tentang Gadai dan Hipotek di atas 
barang tersebut dan penguasaan atas sertifikat jaminannya oleh 
kreditur sudah merupakan pemenuhan terhadap syarat bagi sahnya 
rahn bahwa barang yang dijaminkan harus diserahkan oleh debitur 
kepada kreditur.Demikian pula pengikatan jaminan barang bergerak 
secara fidusia berdasarkan undang-undang tentang fidusia telah pula 
memenuhi syarat bagi penyerahan barang oleh debitur kepada 
debitur.Alasannya adalah karena prinsip syariah penguasaan barang 
oleh suatu pihak tidak harus merupakan penguasaan secara fisik tetapi 
dapat pula berupa penguasaan secara hukum. 
4. Syarat-syarat jaminan 
Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan 
pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun 
benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah 
:
42
 
(a) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak 
yang memerlukannya; 
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(b) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) isi pencari kredit untuk 
melakukan atau meneruskan usahanya; 
(c) Member kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang 
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu mudah 
diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) 
kredit. 
Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting 
dalam menunjang pembangunan ekonomi.Karena keberadaan lembaga 
ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Bagi kreditur 
adalah :
43
 
a. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup; 
b. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur. 
Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh 
fasilitas kredit dari bank dan tidak kawatir dalam mengembangkan 
usahanya. 
5. Kegunaan Jaminan 
Adapun kegunaan jaminan kredit tersebut yaitu :
44
 
1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat 
pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, 
yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian; 
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2) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk 
membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk 
meninggalkan usahanya, sehingga kemungkinan untuk 
meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan atau 
proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya 
dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk 
berbuat demikian dapat diperkecil; 
3) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 
khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-
syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang 
ikut menjamin tidak kehilangan  kekayaan yang telah dijaminkan 
kepada bank . 
6. Mekanisme penilaian jaminan45 
a) Meneliti dan mempelajari kelengkapan dan kebenaran atau 
keabsahan dokumen yang diserahkan oleh nasabah, sehingga 
diperoleh kesimpulan bahwa barang tersebut dapat diikat secara 
hukum atau yuridis. 
b) Melakukan on the spot untuk mengetahui dan menilai keadaan 
fisik barang-barang yang akan dijaminkan, apakah sesuai dengan 
yang tercantum dalam berkas atau dokumen yang ada dan 
keterangan atau penjelasan yang diberikan nasabah. Jika penilaian 
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harga agunan diserahkan kepada pihak ketiga, maka peninjauan 
harus dilakukan bersama. 
c) Disebutkan berita acara pemeriksaan atau penaksiran agunan yang 
ditandatangani petugas dan disetujui pejabat yang berwenang. 
7. Penentuan jaminan 
Penentuan suatu jaminan berkaitan pada analisa pembiayaan, 
menggunakan 5C :
46
 
a) Character (watak) 
Seseorang yang punya uang banyak dan kemampuan untuk 
mengembalikan utang-utangnya, tetapi tidak memiliki watak yang 
baik, tidak dapat dikatakan sebagai calon debitur yang baik.Tipe 
debitur seperti ini biasanya suka ngemplang.Tidak berlaku bahwa 
semua orang yang punya kemampusn membayar, juga punya 
iktikad baik untuk mengembalikan seluruh utangnya. Oleh karena 
iru untuk mendapatkan informasi terkait karakter pemohon 
pembiayaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan 
informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang 
perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya. Biasanya bank 
melakukan pengecekan debitur melalui sistem informasi debitur 
(SID) yang disediakan oleh Bank Indonesia. 
b) Capacity (kemampuan) 
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Sebaliknya dari kriterian pertama, bank tidak akan 
memberikan kredit kepada seorang calon debitur yang dinilai 
tidak punya kemampuan untuk mengembalikan utangnya 
walaupun calon debitur tersebut punya watak yang baik. Analisa 
kemampuan calon debitur bisa dilihat dengan melihat komponen 
penghasilan calon debitur. 
c) Capital (modal) 
Bank juga melakukan penilaian terhadap kekuatan keuangan 
calon debitur.Untuk itu, biasanya bank meminta debitur untuk 
membuat laporan mengenai asset aktiva dan pasiva calon debitu, 
serta meminta salinan (foto kopi) berkas lalu lintas rekening calon 
debitur selama tiga bulan terakhir. 
d) Collateral (jaminan) 
Dalam menerima suatu jaminan kredit, ada dua pertimbangan 
yang dilakukan oleh bank sebagai kriteria jaminan tersebut yaitu: 
(1) Marketable : artinya pada saat dieksekusi, jaminan tersebut 
mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh utang 
debitur. 
(2) Secured : artinya benda jaminan kredit dapat diikat secara 
yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan 
perundang-undangan. Jika kemudian hari terjadi wanprestasi, 
bank punya kekuatan secara yuridis untuk melakukan 
tindakan eksekusi. 
 
 
e) Condition of economy (kondisi ekonomi debitur) 
Untuk mengetahui kondisi ekonomi calon debitur, biasanya 
bank melihat, kondisi internal dan kondisi eksternal calon debitur 
yang dapat mempengaruhinya saat mengembalikan 
kewajibankredit kepada bank. Bank akan melakukan kunjungan 
ke kantor calon nasabah (debitur) atau ke lokasi-lokasi yang 
dianggap penting serta terkait langsung dengan calon debitur, 
terutama dari segi kepemilikan, sehubungan dengan permohonan 
yang diajukan oleh calon debitur tersebut. 
B. Pembiayaan Murabahah 
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 
Menurut M. syafi‟I Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan 
merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas 
penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 
merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan 
dapat dibagi menjadi dua hal yaitu :
47
 
a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 
peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun 
investasi. 
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b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan. 
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi 
menjadi dua yaitu :
48
 
a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 
kebutuhan: 
1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu 
jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu 
peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. 
2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utilityof 
place dari suatu barang. 
b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 
barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas 
yang erat kaitannya dengan itu. 
Secara bahasa murabahah diambil dari kata rabiha - yarbahu - 
ribhan - warabahan - warabahan yang berarti beruntung atau 
memberikan keuntungan.Sedang kata ribh itu sendiri berarti suatu 
kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal 
(profit).Mura>bah}ah berasal dari mashdar yang berarti “keuntungan, 
laba, atau faedah”.49 
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Secara istilah, mura>bah}ah ini banyak didefinisikan oleh para 
fuqaha, jual beli mura>bah}ah adalah jual beli dengan harga jualnya 
sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran 
mura>bah}ah ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyyah, adalah 
jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui 
oleh penjual dan pembeli. Hal senada juga dikemukakan oleh Ibn 
Qudamah yang menyatakan bahwa mura>bah}ah adalah menjual 
dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 
Wahbah az- Zuhayli memberikan definisi mura>bah}ah dengan “jual 
beli dengan harga awal ditambah keuntungan”.50 
Maulana Taqi Usmani dalam tulisannya tentang mura>bah}ah 
mengemukakan:
51
 
“Mura>bah}ah” is, in fact, a term of Islamic fiqh it refers to a 
particular kind of sale having nothing to do with financing in its 
original sense. If a seller agrees with his purchaser to provide 
him a specific commodity on a certain profit added to his cost, it 
is called a “murabahah” transaction. The basic ingredient of 
“mura>bah}ah” is that the seller discloses the actual cost he has 
incurred in acquiring the commodity, and then adds some profit 
thereon. This profit may be in lump sum or may be based on a 
percentage. 
 
Menurut Maulana Taqi Usmani, mura>bah}ah pada mulanya 
bukan merupakan suatu cara atau moda pembiayaan (mode of 
financing). Pada mulanya murabahah sekedar suatu sale on cost-plus 
basis. Namun setelah adanya konsep pembayaran tertunda (the 
concept of deferred payment), maka murabahah telah digunakan 
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sebagai suatu moda atau cara pembiayaan dalam hal nasabah 
bermaksud untuk membeli suatu komoditas dengan cara menyicil 
pembayaran harganya. Oleh karena itu, menurut Maulana Taqi 
Usmani, mura>bah}ah jangan diterima sebagai suatu moda 
pembiayaan islam yang ideal atau sebagai instrument universal untuk 
keperluan semua jenis pembiayaan (financing). Menurut Maulana 
Taqi Usmani mura>bah}ah hendaknya hanya diterima sebagai 
langkah peralihan menuju suatu sistem pembiayaan yang ideal dalam 
bentuk musyarakah dan mud}a>rabah. Mura>bah}ah hendaknya 
hanya digunakan terbatas kepada hal-hal di mana musyarakahatau 
mud}a>rabah tidak dapat digunakan sebagai cara bagi bank untuk 
memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya.
52
 
Menurut ashraf usmani, mura>bah}ah adalah : Mura>bah}ah is 
a particular kind of sale where the seller expressly mentions the 
cost of the sold commodity he has incurred, and sells it to another 
person by adding some profit thereon. Thus, mura>bah}ah is not 
a loan given interest; it is a sale of a commodity for cash / 
deffered price.
53
 
 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
memberikan definisi tentang mura>bah}ah dalam penjelasan pasal 19 
ayat (1) hurud d. Menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d 
tersebut, yang dimaksud dengan “akad mura>bah}ah” adalah akad 
pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya sebagai 
keuntungan yang disepakati. Penjelasan tersebut belum 
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mengungkapkan mekanisme dari pembiayaan murabahah oleh bank 
syariah kepada nasabahnya.Seakan-akan murabahah hanya merupakan 
perjanjian jual-beli barang yang biasa dilakukan antara seorang 
pedagang yang bukan lembaga keuangan dan langganan pembelinya. 
Tidak tergambar dari pengertian tersebut bahwa mura>bah}ah adalah 
suatu produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga 
keuangan dan terlibatnya dua perjanjian yang satu sama lain terpisah 
dan berlangsung dengan adanya tiga pihak terlibat coba bandingkan 
dengan definisi yang diberikan dalam Meezan Bank’s Guide to 
Islamic Banking yang ditulis oleh Usmani tersebut yang 
menggambarkan di satu pihak terdapat hubungan hukum antara bank 
dan pemasok barang yang menjual barang itu kepada bank dan di 
pihak lain hubungan antara bank dan nasabah yang membeli barang 
itu dari bank.
54
 
Pembiayaan mura>bah}ah adalah pembiayaan dana dari pemilik 
modal, baik lembaga keuangan syariah maupun bank syariah kepada 
nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya 
barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang 
lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati 
bersama.
55
 
2. Landasan Hukum 
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Jual beli dengan sistem mura>bah}ah merupakan akad jual beli 
yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat 
dalam Al-Qur‟an, Hadis maupun ijma‟ ulama.56 Diantara dalil yang 
memperbolehkan praktik akad jual beli mura>bah}ah adalah: 
a. Al-Qur‟an   
Firman Allah Dalam Surah an-nisaAyat 29
57
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 
saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
sukarela diantaramu”. (an-nisa : 29) 
Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil.Di 
antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang 
mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem 
kredit konvensional. Berbeda dengan mura>bah}ah, dalam akad 
ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan 
margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap 
transaksi mura>bah}ah harus berdasarkan prinsip kesepakatan 
kedua pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang 
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menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan 
kewajiban masing-masing.
58
 
b. Hadis 
 
Artinya :Dari Abu Said al Khudri bahwa Rosulullah bersabda, 
“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. 
Hadis ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara 
umum, hadis ini memberikan prasarat bahwa akad jual beli 
mura>bah}ah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-
masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang 
terdapat dalam jual beli mura>bah}ah, seperti penentuan harga 
jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan 
lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak 
nasabah (pembeli) dan penjual, tidak bisa ditentukan secara 
sepihak.
59
 
c. Kaidah fiqih 
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Artinya :“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya”60 
3. Rukun dan syarat mura>bah}ah 
1) Rukun mura>bah}ah61 
a) Penjual (bai’) 
b) Pembeli (musytari) 
c) Obyek jual beli (mabi’) 
d) Ijab Qabul 
2) Syarat mura>bah}ah62 
(1) Penjual member tahu biaya modal kepada nasabah. 
(2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 
ditetapkan. 
(3) Kontrak harus bebas dari riba. 
(4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 
atas barang sesudah pembelian. 
(5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara 
hutang. 
4. Jenis-Jenis mura>bah}ah63 
(a) Mura>bah}ah berdasarkan pesanan 
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Mura>bah}ah dengan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak 
mengikat pembeli untuk membeli barang pesanannya. Kalau 
bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang 
pesanannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika asset 
mura>bah}ah yang telah dibeli oleh penjual dalam mura>bah}ah 
pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan 
kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban 
penjual dan akan mengurangi nilai akad. 
(b) Mura>bah}ah tanpa pesanan 
Mura>bah}ah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat sehingga 
dapat membatalkan pesanannya. 
5. Manfaat bai‟ al-mura>bah}ah 
Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi bai‟ al-
mura>bah}ah memiliki beberapa manfaat, demikian risiko yang harus 
diantisipasi. Bai‟ al-mura>bah}ah member banyak manfaat kepada 
bank syariah salah satu-satunya adalah adanya keuntungan yang 
muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada 
nasabah. Selain itu, sistem bai‟al-mura>bah}ah juga sangat 
sederhana.Hal itu memudahkan penanganan administrasinya di bank 
syariah.
64
 
6. Risiko pembiayaan mura>bah}ah65 
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(a) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar 
angsuran. 
(b) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang 
dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank 
tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. 
(c) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 
nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi rusak dalam perjalanan 
sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya 
dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah 
merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang di pesan. 
Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan 
penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan 
demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada 
pihak lain. 
(d) Dijual; karena bai‟ al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, 
maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi miik 
nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset 
miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi 
demikian, risiko defaultakan besar. 
C. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dan Pasal 127 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah 
a. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
 
 
Masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank 
berdasarkan pada prinsip jual-beli, dalam rangka membantu masyarakat 
guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai 
kegiatan, bank syari‟ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang 
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga 
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang 
lebih sebagai laba, oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah. 
Adapun fatwa tersebut berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
Fatwa  DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang mura>bah}ah
66
 
Pertama : Ketentuan Umum Mura>bah}ah dalam Bank Syari‟ah: 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah yang bebas 
riba. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 
telah disepakati kualifikasinya. 
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan 
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ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 
nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 
dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah 
barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
Kedua : Ketentuan Mura>bah}ah kepada Nasabah:
67
 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang 
atau aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah 
disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian 
kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
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5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 
bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang 
muka, maka 
a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga. 
b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, 
nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
Ketiga : Jaminan dalam Mura>bah}ah:
68
 
1. Jaminan dalam mura>bah}ah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 
dipegang. 
Keempat : Utang dalam Mura>bah}ah: 
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
mura>bah}ah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau 
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kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada 
bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap 
harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 
diperhitungkan. 
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Mura>bah}ah: 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika 
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Keenam : Bangkrut dalam Mura>bah}ah:
69
 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 
 
b. Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
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KHES adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang 
keberadaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah. Dalam konsideran perma tersebut, KHES dilahirkan untuk 
kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
sebagaimana pasal 49 huruf I beserta penjelasan, Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pasal 
55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. Dalam pasal 1 ayat (1) perma menyebutkan bahwa KHES 
digunakan oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama 
sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan 
perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Berkaitan dengan 
mura>bah}ah KHES juga dijelaskan adanya jaminan yaitu pasal 127 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku II bagian ketujuh 
tentang akad mura>bah}ah yang isinya : 
“penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan 
atas benda yang dijualnya pada akad mura>bah}ah”.70 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM BMT YAQAWIYYU JATINOM 
 
 
B. Gambaran Umum BMT Yaqawiyyu Jatinom 
1. Sejarah berdiri 
Baitul-Maal wat-Tamwil (BMT) Yaqawiyyu didirikan oleh Pimpinan 
Cabang  Muhammadiyah (PCM) Jatinom pada tanggal 3 Safar 1417 H / 20 
Juni 1996 Mdengan modal awal 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu 
rupiah) dari BAPELURZAM (Badan Pelaksana Urusan Zakat Infaq 
Muhammadiyah) sebagai amalusaha berbentuk lembaga keuangan mikro 
syariah guna menopang gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, 
khususnya di bidang perekonomian. Melalui BMT Yaqawiyyu, PCM Jatinom 
ingin mengajak masyarakat meningkatkan produktivitas serta  memelihara 
semangat kebersamaan dan etos tolong-menolong di antara sesama 
sehingga tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dengan 
demikian, BMT Yaqawiyyu sejak kelahirannya telah diproyeksikan sebagai 
pusat gerakan ekonomi umat di Jatinom.71 
BMT Yaqawiyyu bukan hanya mengemban fungsi sebagai sentra 
pengelolaan keuangan beberapa amal usaha PCM Jatinom seperti PKU, 
SMP, SMK-1, SMK-2, PG-TKIT-SDIT, Pondok Pesantren, dan TK-TK ABA yang 
tersebar di setiap Ranting/Desa, tetapi juga sebagai lembaga yang 
mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak dan shodakoh (ZIS). Selama 
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19 tahun perjalanannya, BMT Yaqawiyyu dapat menjalankan kedua fungsi 
dan peran tersebut dengan baik.72 
Hingga Desember 2015, ada 10.910 orang anggota simpanan dan 
4.998 orang anggota pembiayaan dengan aneka usaha produktif yang 
digeluti telah merasakan manfaat pembiayaan dengan system syariah 
dari BMT Yaqawiyyu, terutama mereka yang belum memiliki akses 
Perbankan (belum bank-able). Dengan prosedur sederhana serta 
pendekatan personal yang diterapkan, BMT Yaqawiyyu mampu 
merebut kepercayaan dari masyarakat luas sehingga dapat 
berkembang cukup pesat.Secara tidak langsung, keberadaan BMT 
Yaqawiyyu juga dapat menekan ruang gerak para lintah darat (bank 
plecit) yang sebelumnya merajalela di pasar-pasar tradisional dan 
pelosok desa.
73
 
2. Struktur organisasi, tugas, dan fungsi 
Struktur organisasi merupakan mekanisme formal dengan dimana 
organisasi dikelola.Struktur organisasi menunjukan kerangka dan 
susunan perwujudan pola terhadap hubungan diantara fungsi-fungsi, 
bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan, 
tugas dan wewenang serta tanggungjawab yang berbeda-beda dalam 
suatu organisasi. Tugas merupakan pekerjaan yang harus dilakukan 
oleh seseorang pada suatu jabatan tertentu, sedangkan wewenang 
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merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan 
tertentu.
74
 
Struktur kepengurusan tersebut dibuat berdasarkan fungsi dan 
tugas masing-masing individu pengelola dengan seorang koordinator 
yang bertangggungjawab langsung kepada manajer.Manajer bertugas 
mengawasi seluruh operasional BMT Yaqawiyyu Jatinom menurut 
fungsi dan mengawasi setiap bagian baik secara langsung maupun 
berdasarkan laporan koordinator, serta merumuskan kebijakan dan 
langkah kedepan yang kemudian di pertanggungjawabkan pengurus 
yang kemudian dipertanggung jawabkan dalam kepada Rapat Anggota 
Tahunan (RAT).
75
 
a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)  
Rapat  Anggota  Tahunan  merupakan suatu program yang 
dimana itu akan dijadikan suatu perundingan para karyawan 
maupun pimpinan yang berada pada lembaga BMT BUM 
tersebut, dan yang  menentukan  arah  dan  sasaran  perusahaan  
yang hendak dicapai dengan baik dan dapat berbasis syariah. 
1) Pendiri  
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Merupakan penggagas berdirinya BMT Yaqawiyyu Jatinom 
tersebut dengan berbagai pertimbangan, wacana, prosedur, 
dan manajemen. 
2) Pengawas 
a) Pengurus 
b) Pengelola 
c) Manager  
d) Marketing  
e) Kasir atau teller 
f) Pembukuan  
3. Produk-produk di BMT Yaqawiyyu Jatinom 
(a) Simpanan76 
a. Simpanan Wadiah (SIDHASA). 
Simpanan yang penyetoran dan penarikan dapat dilakukan 
sewaktu-waktu saat kas buka. Setoran awal minimal Rp 
20.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000, 
b. Simpanan Berjangka (SIDHARKA).  
Simpanan dengan jangka waktu tertentu yang dikelola 
berdasarkan prinsip Mudharabah. Setoran awal minimal Rp 
1.000.000,- selanjutnya minimal kelipatan Rp 500.000,- 
Dengan jangka waktu ; 
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1) 3 bulan, dengan nisbah bagi hasil BMT 60 : penyimpan 
40. 
2) 6 bulan, dengan nisbah bagi hasil BMT 55 : penyimpan 
45. 
3) 12 bulan, dengan nisbah bagi hasil BMT 50 : penyimpan 
50. 
c. Simpanan Haji dan Umroh (SIHAJROH).  
Simpanan untuk menunaikan ibadah haji dan 
umroh.Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas 
buka, tetapi penarikan hanya bisa dilakukan untuk keperluan 
ibadah haji dan umroh. Setoran awal minimal Rp 50.000,- 
selanjutnya minimal Rp 25.000,- 
d. Simpanan Qurban (SIQURBA).  
Simpanan untuk menunaikan ibadah qurban.Penyetoran dapat 
dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka, tetapi penarikan hanya 
bisa dilakukan untuk keperluan ibadah qurban. Setoran awal 
minimal Rp 50.000,- selanjutnya minimal Rp 25.000,- 
e. Simpanan Pendidikan (SIDIK). 
Simpanan untuk kebutuhan pendidikan.Penyetoran dapat 
dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka, tetapi penarikan hanya 
bisa dilakukan untuk keperluan pendidikan. Setoran awal 
minimal Rp 50.000,- selanjutnya minimal Rp 25.000,- 
f. Simpanan Hari Raya (SIHARA).  
 
 
Simpanan untuk memenuhi kebutuhan hari raya.Penyetoran 
dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka, tetapi penarikan 
hanya bisa dilakukan menjelang lebaran. Setoran awal minimal 
Rp 20.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,- 
(b) Pembiayaan77 
1) Mud}a>rabah 
Kerjasama usaha/perniagaan antara BMT Yaqawiyyu sebagai 
pihak yang menyediakan modal dana 100% dengan pihak 
pengelola modal, untuk diusahakan dengan porsi keuntungan 
akan dibagi sesuai nisbah/bagi hasil yang disepakati dimuka. 
Sedangkan kerugian akan ditanggung BMT Yaqawiyyu, 
kecuali jika ditemukan kelalaian atau kesalahan oleh pihak 
pengelola dana. 
Contoh : 
Pak Shohib memiliki keahlian beternak ayam potong, 
membutuhkan modal Rp. 10.000.000,- namun Pak Shohib 
tidak memiliki modal sama sekali. Untuk memenuhi 
kebutuhan modal tersebut pak shohib mengajukan 
pembiayaan kepada BMT Yaqawiyyu.BMT Yaqawiyyu 
membiayai dan sepakat nisbah atau bagi hasilnya 50:50. 
Usaha tersebut mendapatkan keuntungan Rp. 1.100.000,- 
pembagian keuntungan masing-masing sebesar Rp. 550.000,-
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. Jika dari usaha tersebut mengalami kerugian yang bukan 
karena penyalahgunaan, misalnya rugi Rp. 1.000.000,- maka 
kerugian tersebut ditanggung oleh BMT Yaqawiyyu, sehingga 
Pak Shohib mengembalikan modal Rp. 9.000.000,-. 
2) Musya>rakah 
Kerjasama  perniagaan antara BMT Yaqawiyyu dengan Mitra 
Usaha, yang masing-masing memberikan modal. Keuntungan 
dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan 
kesepakatan bersama di awal. 
Contoh : 
Pak Ahmad memiliki usaha peternakan ayam potong, 
membutuhkan modal Rp. 1.000.000,-. Sedangkan Pak Ahmad 
hanya memiliki modal Rp. 6.000.000,- untuk memenuhi 
kekurangan modal Rp. 4.000.000,- Pak Ahmad bekerjasama 
dengan BMT Yaqawiyyu. Kesepakatan atau nisbah bagi 
hasilnya 40:60, dari usaha tersebut mendapat laba sebesar Rp. 
1. 100.000,- maka BMT mendapat bagian 40% x 1.100.000,- 
= Rp. 440.000,- dan bagian pak ahmad 60% x Rp 1. 
100.000,- = Rp 660.000,-. 
3) Mura>bah}ah 
Jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan 
tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua 
 
 
belah pihak (penjual dan pembeli).Cara pembayaran dan 
jangka waktu disepakati bersama. 
Contoh : 
Pak Karim membutuhkan kendaraan dengan harga perolehan 
Rp. 10.000.000,- maka BMT Yaqawiyyu membelikan 
kendaraan tersebut, dan menjualnya kepada pak karim 
dengan harga jual Rp. 11.500.00,- Pak Karim melakukan 
pembayaran dengan cara diangsur sesuai kesepakatan jangka 
waku dengan pihak BMT Yaqawiyyu. 
4) Al-Ijarah 
Pembiayaan dengan prinsip sewa terhadap barang atau jasa 
dimana anggota melakukan pembayaran sewa secara 
angsuran atau jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. 
Contoh : 
Pak Syukur membutuhkan sewa kios Rp. 3000.000,- untuk 
berdagang. Pembayaran sewa kios dibayarkan oleh BMT 
Yaqawiyyu, kemudian BMT menyewakan kepada pak syukur 
sebesar Rp. 3.600.000,- yang akan dibayar pak syukur 
dengan cara diangsur sesuai jangka waktu yang disepakati. 
5) Qordh 
Pinjaman yang diberikan untuk kebajikan, dimana BMT tidak 
mengambil keuntungan, peminjam hanya mengembalikan 
pinjaman pokok saja. 
 
 
Contoh : 
Si Fulan membutuhkan biaya rumah sakit sebesar Rp. 
1000.000,- BMT memberikan pinjaman tersebut. Si fulan 
akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- yang 
dibayar sesuai dengan cara yang disepakati. 
(c) Pemberdayaan melalui dana ZIS 
KSU BMT Yaqawiyyu Jatinom setiap bulannya 
mengeluarkan 2.5 % dari penghasilan kotornya sebagai dana 
Zakat, dimana pentasyarufannya (pembagiannya) diberikan  
kepada  8 golongan yang  nota bene-nya  adalah kelompok-
kelompok kurang mampu di masyarakat Jatinom dan sekitarnya. 
Lain dari itu, KSU BMT Yaqawiyyu juga mengelola dana Infak 
Shodaqah dari para anggota pembiayaan BMT, hal mana 
akumulasi dana Infak/sodaqah tersebut ditasyarufkan guna 
menguatkan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan KSU 
BMT Yaqawiyyu dan sekitarnya.Dana Infak/sodaqah tersebut juga 
ditasyarufkan guna menguatkan kegiatan-kegiatan dakwah di 
lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom dan 
sekitarnya. 
4. Prinsip Prinsip Operasional78 
a. Penumbuhan  
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1) Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh 
masyarakat, orang berada (aghina), dan kelompok usaha 
muamalah (POKUSMA) yang ada di daerah tersebut. 
2) Modal awal dikumpulkan dari para pendiri dan POKUSMA 
dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan pokok khusus. 
3) Jumlah pendiri minimum 20 orang. 
4) Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT 
tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang. 
5) BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi 
juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum 
yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan, BMT 
mengelola dana Maal. 
b. Profesionalitas 
a) Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, pendidikan S-1 
minimum D-3, mendapat pelatihan pengelolaan BMT oleh 
PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha) 2 minggu memiliki 
komitmen kerja penuh waktu, penuh hati dan perasaannya 
untuk mengembangkan bisnis dan lembaga BMT. 
b) Menjemput bola, aktif membaur di masyarakat. 
c) Pengelola profeional berlandaskan sifat-sifat: amanah, siddiq, 
tabligh, fathonah, sabar, dan istiqomah. 
d) Berlandaskan sistem dan prosedur: SOP (Standar Operasional 
Prosedur), sistem akuntansi yang memadai. 
 
 
c. Prinsip Islamiyah 
(1) Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai islam (salaam: 
keselamatan berkeadilan, kedamaian, dan kesejahteraan) 
dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak. 
(2) Akad yang jelas 
(3) Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan 
penerapannya yang tegas / lugas. 
(4) Berpihak pada yang lemah. 
(5) Program pengajian / penguatan ruhiyah yang teratur dan 
berkala secara berkelanjutan sebagai bagian dari program 
tazkiah Da‟i Fi-ah Qaliilah (DFQ). 
5. Sistem operasional BMT79 
a. Pola Tabungan 
Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni 
dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. 
Jenis-jenis tabungan / simpanan sebagai berikut : 
1) Tabungan persiapan qurban; 
2) Tabungan pendidikan; 
3) Tabungan persiapan untuk nikah; 
4) Tabungan persiapan untuk mlahirkan; 
5) Tabungan naik haji / umroh; 
6) Simpanan berjangka / deposito; 
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7) Simpanan khusus untuk kelahiran; 
8) Simpanan sukarela; 
9) Simpanan hari tua; 
10) Simpana aqiqoh. 
b. Pola Pembiayaan 
Pola pembiayaan terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan mark 
up (tambahan atas modal) serta pembiayaan non profit. 
(a) Musya>rakah 
Adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam 
suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala 
keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang 
terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing. 
(b) Mud}a>rabah 
Adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama 
(shahib al maal) menyediakan dana dan pihak kedua 
(mudharib) bertanggung jawab atas pengelola usaha. 
Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah 
disepakati bersama terlebih dahulu di depan. Manakala rugi, 
shahib al maal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja 
keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung. 
(c) Mura>bah}ah 
Adalah pola jual beli dengan membayar tangguh, sekali 
bayar. 
 
 
(d) Muza>ra’ah 
Adalah dengan memberikan 1 kepada si penggarap untuk di 
tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 
(prosentase) dari hasil panen. 
(e) Musaqat 
Adalah bentuk yng lebih sederhana dari muzaraah dimana si 
penggarapnya bertanggung jawab atas penyiraman dan 
pemeliharaan.Sebagai imbalan si penggarap berhak atas rasio 
tertentu dari hasil panen. 
(f) Bai’Bis}aman (BBA) 
Adalah proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara 
lebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian. 
(g) Bai’ As Salam 
Proses jual beli dimana pembayaran dilakukan terlebih 
dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian. 
(h) Al-Istis}hna 
Adalah kontrak order yang ditandatangani bersamaan antara 
pemesan dengan produsen untuk pembuatan jenis barang 
tertentu. 
(i) Ijarah atau Sewa 
Adalah dengan member penyewa untuk mengambil 
pemanfaatan dari sarana barang sewaan untuk jangka waktu 
 
 
tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati 
bersama. 
(j) Bai’ Ut Takjiri 
Adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan 
penjualan.Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah 
diperhitungkan sedemikian rupa sehingga padanya 
merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur. 
(k) Musya>rakah Mutanaqis}ah 
Adalah kombinasi antara musyawarah dengan ijarah 
(perkongsian dengan sewa).Dalam kontrak ini kedua belah 
pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-
masing. 
(l) Pembiayaan Non Profit 
Sistem ini disebut juga pembiayaan kebajikan. Sistem ini 
lebih bersifat social dan tidak profit oriented. Dalam BMT 
pembiayaan ini sering dikenal dengan Qard yang bertujuan 
untuk kegiatan produktif yang secara aplikatif peminjam dana 
hanya perlu mengembalkan modal tang dipinjam dari BMT 
apabila sudah jatuh tempo, yang tentu dengan beberapa 
criteria UMK yang harus dipenuhi. 
C. Penentuan barang jaminan Pada Akad Mura>bah}ah 
1. Syarat-syarat dalam pembiayaan 
 
 
Produk pembiayaan di BMT Yaqawiyyu Jatinom terdapat 
beberapa jenis, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad 
mura>bah}ah. Dalam pembiayaan mura>bah}ah di BMT Yaqawiyyu 
Jatinom pada akhir ini mengalami peningkatan rata-rata sebesar 70% 
dari pembiayaan yang ada dan menempati urutan tertinggi 
dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain. Syarat-
syarat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip mura>bah}ah antara 
BMT Yaqawiyyu dengan calon nasabah adalah
80
 
a. Telah menjadi anggota dengan membuka rekening simpanan 
minimal Rp. 10.000,-. 
b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan. 
c. Menyerahkan foto copy KTP Suami-istri masing-masing 2 
lembar. 
d. Menyerahkan foto copy surat akta nikah 
e. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga 1 lembar. 
f. Menyerahkan foto copy jaminan (BPKB dan STNK atau sertifikat 
atau PBB). 
2. Penilaian jaminan yang terdapat di BMT Yaqawiyyu Jatinom 
Dalam praktiknya di BMT Yaqawiyyu Jatinom setiap nasabah 
yang akan mengajukan pembiayaan mura>bah}ah harus menyerahkan 
atau disertai dengan adanya jaminan. Artinya jaminan bukan sesuatu 
yang mutlak bagi sebuah pembiayaan mura>bah}ah dan praktik ini 
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dibolehkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 dan Pasal 127 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
BMT Yaqawiyyu menerima jaminan kebendaan lebih banyak 
diterima dari pada jaminan perseorangan karena akan lebih mudah 
dieksekusi dalam pemenuhan kewajiban apabila shohibul maal 
wanprestasi.Jaminan yang dapat digunakan dalam melakukan 
pembiayaan misalnya sertifikat tanah, BPKB, SK kepegawaian, 
depositi, dan lain-lain. Jaminan yang dijadikan agunan misalkan 
BPKB sepeda motor maka harus plat AB atau AD. Jika yang dijadikan 
jaminan adalah sertifikat rumah maka harus atas nama sendiri bukan 
atas nama orang lain apabila nama ibu nya maka harus masih hidup 
dan berumur maksimal 60 tahun. Jaminan yang akan diterima BMT 
Yaqawiyyu terlebih dahulu akan dinilai oleh bagian survei dan itu ada 
marketingnya. Jaminan itu akan dinilai dengan cara melakukan survei 
langsung ke lapangan.Pembiayaan yang dilakukan BMT Yaqawiyyu 
tidak lebih tinggi dari pada agunan yang diberikan oleh shahibul maal 
sehingga tidak terjadi over credit.
81
 
Dalam pengajuan pembiaayaan apabila jaminan tersebut tidak 
bisa mengkaver permintaan kredit maka bisa diajukan jaminan 
tambahan jaminan lain. Dalam pembiayaan mura>bah}ah di BMT 
yaqawiyyu sendiri misalnya pembiayaan kebutuhan rumah tangga, 
sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Pada dasarnya teknik penilaian di 
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BMT yaqawiyyu pusat dengan cabang itu sama, yang membedakan 
adalah harga dari masing-masing biaya itu lain.
82
 
Di BMT Yaqawiyyu Jatinom dalam melakukan penilaian jaminan 
tidak memakai penilaian secara eksternal, namun penilaian yang 
dilakukan BMT Yaqawiyyu memakai penilaian secara internal 
saja.Idealnya dalam melakukan penilaian memang harus melibatkan 
pihak eksternal agar penilaian yang dilakukan itu netral.BMT 
Yaqawiyyu Jatinom arahnya memang melakukan penilaian secara 
eksternal dalam menilai jaminan namun saat ini belum memakai jasa 
pihak esternal.BMT Yaqawiyyu dalam menilai suatu jaminan yaitu 
dengan cara menaksir harga rata-rata yang ada di pasaran. Dari harga 
taksiran tersebut BMT Yaqawiyyu diambil yang bisa tercover sebesar 
atau sejumlah tujuh puluh persen (70%) maksimal dari jaminan yang 
ada.
83
 
Terkait pelunasan pembiayaan mura>bah}ah bahwa jika pembeli 
melunasi sebelum jatuh tempo pelunasan maka harga akan dipotong 
sekian persen. Dalam pelunasan sebelum jatuh tempo juga dijelaskan 
bahwa akan mendapat potongan jika dalam waktu kurang dari satu 
tahun setelah angsurann yang pertama.
84
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Adapun kriteria barang jaminan di BMT Yaqawiyyu Jatinom 
yang di serahkan nasabah ketika akan melakukan pembiayaan 
mura>bah}ah antara lain :
85
 
a. Mempunyai nilai ekonomis, yaitu dapat dinilai dengan uang dan 
dijadikan uang, misalnya : rumah, kendaraan bermotor, mobil, 
tanah, dan lain-lain. Itu merupakan barang-barang yang dijadikan 
agunan di BMT Yaqawiyyu Jatinom. 
b. Mempunyai nilai yang relatif stabil, maksudnya barang yang 
dapat dijadikan sebagai barang agunan adalah barang yang 
memiliki nilai tidak mudah berubah, misalnya adalah rumah, 
tanah. 
c. Dapat diilai secara umum dan pasti (tidak dipengaruhi faktor 
subjektifitas tinggi). Contoh yang tidak memiliki criteria tersebut 
adalah lukisan, dan benda-benda pusaka, benda- benda tersebut 
tidak dapat dijadikan sebagai jaminan di BMT Yaqawiyyu 
Jatinom. 
d. Mempunyai nilai yuridis (legalitasnya baik) dalam arti memiliki 
bukti kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan hukum positif 
yang berlaku, serta dapat dipindah-tangankan kepemilikannya 
(transferability) 
e. Nilainya mampu megkaver jumlah pembiayaan, yaitu 70% dari 
pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah, hal itu ditujukan agar 
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bank tidak mengalami kerugian saat nasabah tidak mampu 
membayar hutang pada saat waktu yang telah ditentukan. 
f. Tidak bermasalah, barang yang bermasalah tidak dapat dijadikan 
sebagai barang agunan di BMT Yaqawiyyu Jatinom, dikarenakan 
bank tidak mau dirugikan ketika nasabah tidak mampu membayar 
tagihan, kemudian barang agunan bermasalah itu akan menjadi 
barang agunan yang sulit dijadikan uang dan sulit juga untuk 
menutup kekurangan dari hutang nasabah. Dan yang terakhir, 
barang agunan mudah dijual (marketability), yaitu adanya pasar 
yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak bisa sampai 
melakukan banting harga ketika barang jaminan dijual guna 
menutup kekurangan dari nasabah. 
Menurut Ali Barokah di BMT Yaqawiyyu Jatinom prosedur 
untuk peminjaman atau pembiayaan mura>bah}ah harus dilakukan 
tahapan-tahapan sebagai berikut :
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1) Nasabah datang langsung ke BMT Yaqawiyyu Jatinom 
mengajukan pembiayaan dengan akad mura>bah}ah. BMT 
memberikan informasi mengenai pembiayaan mura>bah}ah yang 
ada di BMT Yaqawiyyu dan memberikan brosur terkait 
perlengkapan persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah. 
Setelah nasabah memberikan persyaratan nasabah tinggal 
menunggu konfirmasi dari pihak BMT Yaqawiyyu. 
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2) BMT mengecek data nasabah apakah sudah pernah melakukan 
pembiayaan atau belom dan apabila sudah angsuran tiap bulannya 
mengalami kemacetan atau tidak. 
3) Setelah BMT melakukan pengecekan data pihak BMT melakukan 
survey jaminan yang ada di lapangan dan serta melakukan 
wawancara kepada nasabah. 
4) Nasabah akan ditelfon pihak BMT dan pihak BMT akan 
memberikan keputusan apakah penbiayaan yang diajukan 
diterima atau ditolak. 
5) Berkas yang di setujui pihak BMT berdasarkan prinsip 5 C : 
a) Character atau watak berkaitan dengan iktikad baik untuk 
memenuhi kewajibannya (willingness to pay). 
b) Capacity, berkaitan dengan kemampuan untuk membayar 
calon nasabah debitur (willingness to ability). 
c) Capital berkaitan dengan struktur permodalan nasabah. 
d) Collateral berkaitan dengan agunan. 
e) Condition of economy berkaitan dengan prospek usaha 
nasabah. 
6) Akad  
Akad adalah proses terakhir jika pembiayaan diterima atau 
disetujui untuk dilakukan peminjaman atau pembiayaan di BMT 
Yaqawiyyu Jatinom. 
 
 
3. Kelebihan dan Kekurangan Penilaian Jaminan87 
Kelebihan : 
a) Bisa mengetahui kondisi riil jaminan 
b) Bisa memberi rasa aman kepada lembaga terhadap pembiayaan 
yang di minta nasabah 
c) Secara psikologis hubungannya dengan nasabah semakin dekat 
karena dalam rangka penilaian jaminan pihak BMT survey 
langsung ke lapangan. 
Kekurangan : 
Terkadang nasabah itu enggan ketikan jaminan itu dilakukan penilaian. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. PenentuanBarangJaminandalamMendapatkanPembiayaanMura>bah
}ah di BMT YaqawiyyuJatinom 
Produkpembiayaan di BMT 
YaqawiyyuJatinomterdapatbeberapajenis, 
salahsatunyaadalahpembiayaandenganakadmura>bah}ah.Syarat-
syaratdalampembiayaanberdasarkanprinsipmura>bah}ahantara BMT 
Yaqawiyyudengancalonnasabahadalah 
g. Telahmenjadianggotadenganmembukarekeningsimpanan minimal 
Rp. 10.000,-. 
h. Mengisiformulirpermohonanpembiayaan. 
i. Menyerahkanfoto copy KTP Suami-istrimasing-masing 2 lembar. 
j. Menyerahkanfoto copy surataktanikah 
k. Menyerahkanfoto copy KartuKeluarga 1 lembar. 
l. Menyerahkanfoto copy jaminan (BPKB dan STNK 
atausertifikatatau PBB) 
Jaminanmerupakanperan yang 
sangatpentingdidalamsuatupembiayaan, 
jaminandiperlukanuntukmemperkecilresiko yang dapatmerugikan 
bank 
dansekaligusuntukmemastikankesungguhannasabahdalammelakukanp
 
 
embayarankembaliatasutang yang diperolehdariBMT 
tersebut.Bahkandisebutkandalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarahayat283 
:
88
 
Artinya: “Jikakamudalamperjalanan 
(danbermu`amalahtidaksecaratunai) 
sedangkamutidakmemperolehseorangpenulis, 
makahendaklahadabarangtanggungan yang dipegang 
(oleh yang berpiutang). Akan 
tetapijikasebagiankamumempercayaisebagian yang lain, 
makahendaklah yang dipercayaiitumenunaikanamanatnya 
(hutangnya) danhendaklahiabertakwakepada Allah 
Tuhannya; danjanganlahkamu (parasaksi) 
menyembunyikanpersaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, makasesungguhnyaiaadalah orang 
yang berdosahatinya; dan Allah MahaMengetahuiapa 
yang kamukerjakan…” (al-baqarah : 283) 
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Dalammenentukanbarangjaminandalammendapatkanpembiayaan
murabahah, BMT 
YaqawiyyuJatinommenentukanpenentuanbarangjaminanberdasarkanda
ri 5 C yaitu:
89
 
f) Character (watak) 
Seseorang yang 
punyauangbanyakdankemampuanuntukmengembalikanutang-
utangnya, tetapitidakmemilikiwatak yang baik, 
tidakdapatdikatakansebagaicalondebitur yang 
baik.Tipedebitursepertiinibiasanyasukangemplang.Tidakberlakub
ahwasemua orang yang punyakemampusnmembayar, 
jugapunyaiktikadbaikuntukmengembalikanseluruhutangnya.Oleh
karenairuuntukmendapatkaninformasiterkaitkarakterpemohonpem
biayaandapatdiperolehdengancaramengumpulkaninformasidariref
erensinasabahdan bank-bank lain tentangperilaku, kejujuran, 
pergaulan, danketaatannya. Biasanya bank 
melakukanpengecekandebiturmelaluisisteminformasidebitur 
(SID) yang disediakanoleh Bank Indonesia. 
g) Capacity (kemampuan) 
Sebaliknyadarikriterianpertama, bank 
tidakakanmemberikankreditkepadaseorangcalondebitur yang 
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dinilaitidakpunyakemampuanuntukmengembalikanutangnyawala
upuncalondebiturtersebutpunyawatak yang baik. 
Analisakemampuancalondebiturbisadilihatdenganmelihatkompon
enpenghasilancalondebitur. 
h) Capital (modal) 
Bank 
jugamelakukanpenilaianterhadapkekuatankeuangancalondebitur.
Untukitu, biasanya bank 
memintadebituruntukmembuatlaporanmengenai asset 
aktivadanpasivacalondebitu, sertamemintasalinan (foto kopi) 
berkaslalulintasrekeningcalondebiturselamatigabulanterakhir. 
i) Collateral (jaminan) 
Dalammenerimasuatujaminankredit, adaduapertimbangan 
yang dilakukanoleh bank sebagaikriteriajaminantersebutyaitu: 
(1) Marketable :artinyapadasaatdieksekusi, 
jaminantersebutmudahdijualataudiuangkanuntukmelunasiselu
ruhutangdebitur. 
(2) Secured :artinyabendajaminankreditdapatdiikatsecarayuridis 
formal, sesuaidenganketentuanhukumdanperundang-
undangan. Jikakemudianhariterjadiwanprestasi, bank 
punyakekuatansecarayuridisuntukmelakukantindakaneksekus
i. 
j) Condition of economy (kondisiekonomidebitur) 
 
 
Untukmengetahuikondisiekonomicalondebitur, biasanya bank 
melihat, kondisi internal dankondisieksternalcalondebitur yang 
dapatmempengaruhinyasaatmengembalikankewajibankreditkepad
a bank. Bank akanmelakukankunjungankekantorcalonnasabah 
(debitur) ataukelokasi-lokasi yang 
dianggappentingsertaterkaitlangsungdengancalondebitur, 
terutamadarisegikepemilikan, sehubungandenganpermohonan 
yang diajukanolehcalondebiturtersebut. 
Dari data diatasdapatdisimpulkanbahwa BMT 
Yaqawiyyutelahmenerapkanpenentuanjaminannyasesuaidenganteori 
yang adayaitumenggunakan 5C.DiantaranyayaituCaracter, Capacity, 
Capital,Condition danColateral.Caracteryang dimaksud di BMT 
Yaqawiyyuyaitu data mengenaikepribadiannasabah, 
informasiinidapatdiperolehdarilingkungansekitartempattinggalnasabah
.Capacity yang dimaksud di BMT 
Yaqawiyyuyaitupenilaianterhadapcalonnasabahmengenaikemampuanp
elunasansuatukewajiban.Capital yang dimaksud di BMT 
Yaqawiyyuyaitukondisikekayaan yang dimilikiolehnasabah. Condition 
yang dimaksud di BMT 
Yaqawiyyuyaitupenilaiantentangkeadaanataukondisijaminan.Sedangka
nCollateral yang dimaksud di BMT Yaqawiyyuyaitujaminan yang 
mungkindisitaapabilanasabahtidakbisamemenuhikewajibannya. 
 
 
 
 
D. JaminanPadaAkadMura>bah}ahdi BMT YaqawiyyuJatinom. 
Secarabahasaadh-dhaman (jaminan) diambildari kata adh-dhaman 
yang berartimenggabungkan.Sedangkanmenurutpengertianistilahfuqaha, 
adh-dhamanadalahkomitmenuntukmenanggungkewajiban orang lain yang 
sudahmaupun yang pastiterjadi, namun orang yang 
dijaminmasihtetapberkewajibanuntukmemenuhikewajibannya.
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Dalampraktiknya di BMT YaqawiyyuJatinomsetiapnasabah yang 
akanmengajukanpembiayaanmura>bah}ahharusmenyerahkanjaminan. 
Artinyajaminanituharusadaapabilaseseorangakanmelakukanpembiayaanmu
ra>bah}ahdanpraktikinidibolehkanoleh Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 
2000 danPasal 127 KompilasiHukumEkonomiSyariah. 
Berdasarkanpenjelasan diatasbahwamelihat yang terkandungdalam 
Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 
tentangmura>bah}ahterkaitjaminandapatdipahamibahwakedudukanjamina
ndalampembiayaanmura>bah}ahbukanmenjadisebuahkewajiban. Hal 
initerlihatdaribahasa yang adadalam fatwa 
tersebuthanyamenggunakanistilah “dibolehkan” dan “dapat” 
bukanmenggunakanistilahmewajibkan. Namun, 
dalamkenyataannyajaminan yang ada di BMT 
YaqawiyyuJatinomitujaminanmerupakansesuatu yang 
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diwajibkanataudiharuskan.Karenaapabilatidakmenggunakanjaminanmakas
eseorangtidakakanmungkinmemperolehpembiayaan. 
JaminandalamMura>bah}ah:
91
 
3. Jaminandalammura>bah}ahdibolehkan, agar 
nasabahseriusdenganpesanannya. 
4. Bank dapatmemintanasabahuntukmenyediakanjaminan yang 
dapatdipegang. 
Berdasarkanpenjelasan diatasdalam Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 
2000 
tentangmura>bah}ahterkaitjaminandijelaskanbahwadenganadanyajaminan 
agar nasabahseriusdenganpesanannya. Namun, kenyataannyayang terdapat 
di BMT 
YaqawiyyuJatinombahwajaminanituditerimadandinilainbukanuntuk agar 
nasabahseriusdalampesanannyanamun BMT 
YaqawiyyuJatinomlebihmementingkanuntukmemperkecilrisiko yang 
harusditanggung bank denganadanyajaminantersebut. 
Berkaitandenganmura>bah}ah KHES 
jugamenjelaskanadanyajaminanyaitupasal 127 
KompilasiHukumEkonomiSyariahdalambuku II 
bagianketujuhtentangakadmura>bah}ah yang isinya : 
“penjualdapatmemintakepadapembeliuntukmenyediakanjaminanatasbenda 
yang dijualnyapadaakadmura>bah}ah”.92 
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Berdasarkanpenjelasan diatasdalampasal 127 
KompilasiHukumEkonomiSyariahdalambuku II 
bagianketujuhtentangakadmura>bah}ahdijelaskanbahwapenjualdapatmem
intakepadapembeliuntukmenyediakanjaminanatasbenda yang 
dijualnyapadaakadmura>bah}ah. Namundalamkenyataannya BMT 
YaqawiyyuJatinomsudahmenetapkanadanyajaminankepadanasabah.Tetapi
terkaitpelunasanuntukmendapatkanjaminanitukembali BMT 
YaqawiyyuJatinommenyatakanbahwajikapembelimelunasisebelumjatuh 
tempo pelunasanmakahargaakandipotongsekianpersen. 
Dalampelunasansebelumjatuh tempo 
jugadijelaskanbahwaakanmendapatpotonganjikadalamwaktukurangdarisat
utahunsetelahangsurann yang pertama. 
Memangpotonganhargakreditkarenapelunasansebelumjatuh tempo 
hukumyabolehdengansyaratpemotonganhargatidakdicantumkandalamakad
mura>bah}ah. Bilapemotongandijantumkandalamakad, hukumnya haram 
dantermasukriba. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasilpenelitian yang telahdilakukan, 
makapenulisdapatmenyimpulkanberdasarkanrumusanmasalah  
yangtelahdikemukakansebelumnyasebagaiberikut: 
1. Pembiayaanmura>bah}ahadalahpembiayaan yang 
diberikanuntukmembelibarang yang 
diperlukannasabahdannasabahmembayar di akhirwaktu yang 
disepakati. PenentuanJaminanPembiayaanMura>bah}ah di BMT 
YaqawiyyuJatinomadalahmeliputiCharacter, Capacity, Capital, 
Colateral, Condition danbarang yang 
dijaminkanadalahmeliputibarangbergerakdanbarangtidakbergerak. 
Charactermerupakankepribadianseorangnasabah, Capacity 
merupakankemampuanakankewajiban yang harus di penuhinasabah, 
Capitalmerupakanhartakekayaannasabah, 
Conditionmerupakankondisijaminan, danColateralmerupakanbenda 
yang mungkindisitajikanasabahtidakmemenuhikewajibannya. 
2. Dari penjelasan di atasdapat di simpulkanbahwaadabeberapaketentuan 
yang sudahsesuaidanadabeberapaketentuan yang belumsesuaidengan 
Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentangMura>bah}ahdanPasal 
127 KompilasiHukumEkonomiSyariahterkaitjaminan. diantaranya 
 
 
yang sudahsesuaiyaituBMT YaqawiyyuJatinomterkaitdengan Fatwa 
DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentangmura>bah}ahdanPasal 127 
KompilasiHukumEkonomiSyariahbahwa BMT 
sudahmenetapkanadanyajaminankepadanasabahterkaitpembiayaan. 
KetidaksesuaianBMT YaqawiyyuJatinomterkaitdengan Fatwa DSN-
MUI No. 4 Tahun 2000 tentangmura>bah}ahdanPasal 127 
KompilasiHukumEkonomiSyariah : 
a. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 
tentangmura>bah}ahterkaitjaminandapatdipahamibahwakeduduk
anjaminandalampembiayaanmura>bah}ahbukanmenjadisebuahke
wajiban. Hal initerlihatdaribahasa yang adadalam fatwa 
tersebuthanyamenggunakanistilah “dibolehkan” dan “dapat” 
bukanmenggunakanistilahmewajibkan. Namun, 
dalamkenyataannyajaminan yang ada di BMT 
YaqawiyyuJatinomitujamiananmerupakansesuatu yang 
diwajibkanataudiharuskan. 
Karenaapabilatidakmenggunakanjaminanmakaseseorangtidakaka
nmungkinmemperolehpembiayaan. 
b. BMT Yaqawiyyujatinombahwajaminanituditerimabukanuntuk 
agar nasabahseriusdenganpesananyanamun BMT 
YaqawiyyuJatinomlebihmementingkanuntukmemperkecilrisiko 
yang harusditanggung bank denganadanyajaminantersebut. 
 
 
c. Tetapiterkaitpelunasanuntukmendapatkanjaminanitukembali 
BMT 
YaqawiyyuJatinommenyatakanbahwajikapembelimelunasisebelu
mjatuh tempo pelunasanmakahargaakandipotongsekianpersen. 
Dalampelunasansebelumjatuh tempo 
jugadijelaskanbahwaakanmendapatpotonganjikadalamwaktukuran
gdarisatutahunsetelahangsurann yang pertama. 
Memangpotonganhargakreditkarenapelunasansebelumjatuh tempo 
hukumyabolehdengansyaratpemotonganhargatidakdicantumkanda
lamakadmura>bah}ah. Bilapemotongandicantumkandalamakad, 
hukumnya haram dantermasukriba. 
 
B. Saran 
1. BMT YaqawiyyuJatinomperlumemperhatikankepuasannasabahnya, 
baiknasabahdebiturmaupunnasabahkreditur. 
Kepuasannasabahsangatpentinguntukmenjagaloyalitas yang 
dimilikiolehnasabah, nasabahtidakakanpindahke bank lain. 
Mengingatpersaingan di duniaperbankandewasainisangatketat. 
2. Dalamoperasionalnya BMT 
YaqawiyyuJatinomharustetapberpegangpadaprinsipsyariahislambaiku
ntukpenyalurandanamaupununtuksegipenghimpunandana, 
sehinggafungsi BMT 
 
 
YaqawiyyuJatinomsebagailembagakeuangansyariah yang 
keberadaannyauntukekonomiumatdapattercapai . 
3. Pembenahandanperbaikanmanajemenhendaknyaterusselaludilakukand
alamrangkameningkatkankualitasperusahaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimanaprosedurpembiayaandenganakadmura>bah}ah di BMT 
YaqawiyyuJatinom? 
2. Dalampembiayaantersebutkandiharuskanadanyajaminan, lalujaminanapa 
yang bisadigunakan? 
3. Apabilaagunan yang dijadikanjaminansemisaltanah, 
itudinilaiterlebihdahuluatautidak? Apabiladinilaiterlebihdahulupihak BMT 
yang menilaiitusiapa? 
4. Prosedurpenilaianjaminansepertiapa? 
5. Apakahpenilaianjaminan internal 
cukupdapatdijadikanacuandalampenilaianjainanatauapakahmasihmenggun
akanjasapenilai? 
6. Hasilpenilaian yang bagaimana yang dapatdikatakanbaikuntukpembiayaan 
di BMT YaqawiyyuJatinom? 
7. Apakahpenilaianjaminan yang dilakukansudahsesuaidenganFatwa 
DewanSyariahNasionalNomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentangmura>bah}ahdanpasal 127 KompilasiHukumEkonomiSyariah? 
8. Apakelebihandankekurangandilakukanpenilaianjaminan? 
9. Apakahadakemungkinanuntukmendapatkanjaminanlaianapabilajaminan 
yang sebelumnyatidakdapatmengcoveruntukmendapatkanpembiayaan? 
10. Pembiayaanmura>bah}ah di BMT itupembiayaanapasaja? 
 
 
11. Apakahpenilaianantarapusatdancabangsamaatauadaperbedaan? 
12. Besarnyapembiayaanmura>bah}ah di BMT Yaqawiyyu missal 
dikalkulasikanituberapa? 
13. Bagaimanaproseduruntukpeminjamanataupembiayaanmura>bah}ahdi 
BMT YaqawiyyuJatinom? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL WAWANCARA 
 
14. Bagaimanaprosedurpembiayaandenganakadmura>bah}ah di BMT 
YaqawiyyuJatinom? 
Jawab :Produkpembiayaan di BMT 
YaqawiyyuJatinomterdapatbeberapajenispembiayaan, 
salahsatunyaadalahprodukpembiayaandenganprinsipmurabahah. Syarat-
syaratdalampembiayaanberdasarkanprinsipmurabahah (jual-beli) antara 
BMT YaqawiyyuJatinomdengancalonnasabahadalah 
a. Telahmenjadianggotadenganmembukarekeningsimpanan minimal Rp. 
10.000,-. 
b. Mengisiformulirpermohonanpembiayaan. 
c. Menyerahkanfoto copy KTP Suami-istrimasing-masing 2 lembar. 
d. Menyerahkanfoto copy surataktanikah 
e. Menyerahkanfoto copy KartuKeluarga 1 lembar. 
f. Menyerahkanfoto copy jaminan. 
15. Dalampembiayaantersebutkandiharuskanadanyajaminan, lalujaminanapa 
yang bisadigunakan? 
 
 
Jawab :Biasanya yang 
dapatdigunakandalampembiayaanadalahberupabendabergerakmaupunbend
atidakbergerakataubarang-barangmurabahahitusendiri. 
Sepertisertifikattanah, BPKB, deposito, dll. 
16. Apabilaagunan yang dijadikanjaminansemisaltanah, 
itudinilaiterlebihdahuluatautidak? Apabiladinilaiterlebihdahulupihak BMT 
yang menilaiitusiapa? 
Jawab :Jaminanituakandinilaiterlebihdahuludengancaramelakukan survey 
langsungkelapanganolehbagian survey danituadamarketingnya. 
17. Prosedurpenilaianjaminansepertiapa? 
Jawab :Prosedurpenilaianjaminankitataksirharga rata-rata 
dipasaranlaludarihasiltaksiranitukitaambil yang 
bisatercoversebesaratausejumlah 70% darijaminanitu (maksimal). 
18. Apakahpenilaianjaminan internal 
cukupdapatdijadikanacuandalampenilaianjainanatauapakahmasihmenggun
akanjasapenilai? 
Jawab 
:Memangidealnyakitamelibatkanpihakeksternalbiarpenilaiannyanetral, 
tapisementarainikitabelommenggunakanjasapenilaieksternaldanmasihkitan
ilaisecara internal. 
Arahnyayakitamemangkesitutapikitabelommenggunakanpihakeksternal. 
19. Hasilpenilaian yang bagaimana yang dapatdikatakanbaikuntukpembiayaan 
di BMT YaqawiyyuJatinom? 
 
 
Jawab :Agunan yang diserahkandebitursudahmemenuhiketentuan yang 
berlaku, Jaminanitudapatmengcoverhutangnya, 
dokumenjaminantersebutlengkapdantidakbermasalah. 
20. Apakahpenilaianjaminan yang dilakukansudahsesuaidenganFatwa 
DewanSyariahNasionalNomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentangmura>bah}ahdanpasal 127 KompilasiHukumEkonomiSyariah? 
Jawab :Sudah, kandalam fatwa DSN MUI tentangmurabahahmaupun 
KHES menerapkanadaketentuanjaminandidalamnyadan di BMT 
YaqawiyyuJatinomsendirijugaadanyaketentuanjaminan 
21. Apakelebihandankekurangandilakukanpenilaianjaminan? 
Jawab : 
Kelebihan : 
a. Kita bisamengetahuikondisijaminan 
b. Kita bisamengamankanataubisa member rasa 
amankepadalembagaterhadappembiayaan yang dimintaanggota 
c. Kita juga tau kondisiriiljaminan 
d. Kita 
jugasecarapsikologishubungannyadengananggotasemakindekatkarenad
alamrangkapenilaianjaminankan kami harus survey 
langsungkelapangan. 
Kekurangan : 
TidakterlalukurangCumakitasajamemerlukanwaktuuntukmengadakanpenil
aianatautaksiranjaminan. 
 
 
Kadang-kadanganggotaituenggandinilaijaminannya, sebenarnya 
22. Apakahadakemungkinanuntukmendapatkanjaminanlainapabilajaminan 
yang sebelumnyatidakdapatmengcoveruntukmendapatkanpembiayaan? 
Jawab :Bisa, jadiketikasatujaminan yang 
diajukantidakcukupuntukmengcoverbesarnyapinjamanataupengajuankitabi
samengajukantambahanjaminan lain. 
23. Pembiayaanmura>bah}ah di BMT itupembiayaanapasaja? 
Jawab :Macam-macam, sepertikebutuhanrumahtangga, sepeda motor, 
mobil, dan lain-lain. 
24. Apakahpenilaianantarapusatdancabangsamaatauadaperbedaan? 
Jawab :Padadasarnyateknikpenilaiannyaitusama, Cuma yang 
membedakankadang-kadanghargamasing-masingbiayaitu lain. 
Mungkincabangsinisamamanisrenggoitukan lain 
tapipenilaianjaminanitutetapsama. 
25. Besarnyapembiayaanmura>bah}ah di BMT Yaqawiyyu missal 
dikalkulasikanituberapa? 
Jawab :Padaakhirinimurabahahberadapadaposisi 70% daripembiayaan 
yang adadanmurabahahselalumengalamipeningkatan. 
26. Bagaimanaproseduruntukpeminjamanataupembiayaanmura>bah}ahdi 
BMT YaqawiyyuJatinom? 
Jawab : 
1) Nasabahdatanglangsungke BMT 
YaqawiyyuJatinommengajukanpembiayaandenganakadmura>bah
 
 
}ah. BMT 
memberikaninformasimengenaipembiayaanmura>bah}ah yang 
ada di BMT 
Yaqawiyyudanmemberikanbrosurterkaitperlengkapanpersyaratan 
yang harus di penuhiolehnasabah. 
Setelahnasabahmemberikanpersyaratannasabahtinggalmenungguk
onfirmasidaripihak BMT Yaqawiyyu. 
2) BMT mengecek data 
nasabahapakahsudahpernahmelakukanpembiayaanataubelomdana
pabilasudahangsurantiapbulannyamengalamikemacetanatautidak. 
3) Setelah BMT melakukanpengecekan data pihak BMT melakukan 
survey jaminan yang ada di 
lapangandansertamelakukanwawancarakepadanasabah. 
4) Nasabahakanditelfonpihak BMT danpihak BMT 
akanmemberikankeputusanapakahpenbiayaan yang 
diajukanditerimaatauditolak. 
5) Berkas yang di setujuipihak BMT berdasarkanprinsip 5 C : 
f) Character 
atauwatakberkaitandenganiktikadbaikuntukmemenuhikewaji
bannya (willingness to pay). 
g) Capacity, 
berkaitandengankemampuanuntukmembayarcalonnasabahde
bitur (willingness to ability). 
 
 
h) Capital berkaitandenganstrukturpermodalannasabah. 
i) Collateral berkaitandenganagunan. 
j) Condition of economy berkaitandenganprospekusahanasabah. 
6) Akad 
Akadadalah proses 
terakhirjikapembiayaanditerimaataudisetujuiuntukdilakukanpemi
njamanataupembiayaan di BMT YaqawiyyuJatinom. 
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